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- Ngotot Tidak Ada Kerugian Negara

BPK Tuntut 12 PNS
Kemendikbud
Disanksi Terkait Unas

JAKARTA - Badan Pemerik-
saan Keuangan (BPK) terang-
terangan menyebut ada keru-
gian dan potensi kerugian
adalam penyelenggaraan ujian
nasional (unas)2012-2013men-
capai Rp 17,1 miliar. Namun Ke-
menterian Pendidikan dan Ke-
budayaan (Kemendikbud) ber-
sikukuh belum ditemukan un-
sur kerugian negara,

SekretarisJenderalKemendik-
bud Ainun Naim mengatakan,
bahwaBPKmemangbenartelah
menyampaikan hasil auditunas
kepada Kemendikbud. Dalam
audit itu terdapat indikasi dan
potensi kerugian negara dari
peneyelenggaraan unas. “Po-
tensi kerugian negara yaitu ke-
jadian apabila tidak dilakukan
langkah pengendalian dapat
mengakibatkanterjadinyakeru-
gian negara,” katanya di Jakar-
ta kemarin. Sedangkan indikasi
kerugiannegaramasihmemiliki
unsur dugaan, belum kepastian
dengan bukti akurat.

Dariindikasikerugiantadi, Ai-
nunmengatakan BPKmengelu-

arkansejumlahrekomendasike-
padaKemendikbud. Diantaran-
ya adalah rekomendasi berbu-
nyi kewajiban penyetoran uang
kekasnegaradan penyampaian
bukti pertanggungjawaban ma-
sing-masing delapan item. Ke-
mudian juga adarekomendasai
penjatuhan sanksi disiplin PNS
sebanyak12rekomendasi.Sam-
paisaatinibelumdijabarkanpo-
sisi-posisiPNSyangdirekomen-
dasikan penjatuhan sanksi ad-
ministrasi itu.

Dariseluruh rekomendasiitu,
Ainun menuturkan Kemendik-
bud diberi waktu 60 hari kerja
untuk menuntaskannya. “Saya
tegaskan indikasi bukan lang-
sung kerugian negara,” ujarnya.
Tetapi jika dalam waktu 60 hari
Kemendikbud tidak bisa men-
jalankan rekomendasi BPK,
maka indikasi itu naik menjadi
kerugian negara.

Ainun juga menyorot reko-
mendasi BPK tentang penye-
lenggaraan unas yang tidak ter-
pusatdiKemendikbud. Kepastian
teknispenyelenggaraanunas2014
nanti akan dibahas dalam kon-
vensi pendidikan pekan depan.

Di bagian lain, temuan BPK
ini bakal memperkeruh upaya
Kemendikbud melanggengkan
pelaksanaan ujian tahunan itu.

Sejumlah pihak mulai mengga-
gas konvensi pendidikan tand-
ingan Kemendikbud. Diantaran-

_ yadimotori oleh Federasi Serikat

Guru Indonesia (FSGI) dan or-
ganisasilainnya. Sekjen FSGIRet-
no Listyarti mengatakan konven-
si pendidikan versi mereka akan
mengkaji lebih dalam keberlan-

" jutan unas.

Menurut dia konvensi pendi-
dikan versi Kemendikbud sudah
bisa ditebak hasil akhirnya. Yakni
tetap melaksanakan unas tahun
depan dengan sedikit modivika-
si. “Padahal dari laporan BPK su-
dah jelas, penyelenggaraan unas
telah merugikan keuangan neg- °
ara,’ tandasnya. Dari aspek pen-
didikan, pelaksanaan unas yang
terpusat juga harus dikaji ulang.

Khusus soal konvensi pendi-
dikan tentang unas ini, Kemen-
dikbud sudah menentukan isu
utama untuk dibahas. Yakni uru-
san kredibilitas ‘penyelenggara-
an unas. Kemendikbud sudah ti-
dak lagi mempersoalkan apakah
penyelenggaraan unas dilanjut-
kan atau dihentikan. Kredibilitas
unasdilaksanakanKemendikbud
dalam tiga hal. Yakni terkait soal
ujian, pelaksanaan teknis seperti
percetakan, pendistribusian, dan
penggandaan, sertaurusanpen-
gawasan. (jpnn)




